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PUTUSAN
Nomor 821/Pdt.G/2024/PA.Skh
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Sukoharjo, xx Oktober xxxx, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Xxx XXXXX XXXXxX, bertempat tinggal di
XXXXX XXXXXKX, XXX XXX XXX XX, XXXK XXXXKXXX, XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuningan,
xX Februari xxxx, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXX, XXX
XXX XXX XX, XXXX  XXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor
821/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 16 Agustus 2024, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2016 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXX,
Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0329/051/X1/2016
tertanggal 28 bulan November tahun 2016). Pada saat menikah Penggugat
berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Mati.
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2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama ANAK KE | (perempuan,
tanggal lahir xx Januari xxxx) yang sekarang ikut Penggugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua
Penggugat di XXXXX XXXXXXX, XXX XXX XXX XX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXKXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX selama 1 tahun, kemudian pada tahun
2018 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah
sendiri dengan alamat yang sama selama 5 tahun.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan
harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan November tahun
2021, rumah tangga mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
a. Masalah ekonomi, Tergugat malas/ terkadang bekerja dan tidak
memberi nafkah kepada Penggugat, jika dimintai uang Tergugat sering
menyatakan tidak ada uang, sehingga selama ini Penggugat hidup
bergantung kepada orang tua Penggugat sendiri untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari
b. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat
seringkali terlibat pertengkaran dengan orang tua Penggugat bahkan
Tergugat terlalu berani kepada orang tua Penggugat dengan sering
berkata kasar. Jika diperingatkan Tergugat mengabaikan Penggugat.
c. Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan
anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada
kepentingan rumah tangga.
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat
sering menggunakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat
mempersilahkan Penggugat untuk mengurus perceraian.
6. Bahwa keluarga Tergugat dan Perangkat XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX telah berupaya menasehati Tergugat dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, akan

tetapi tidak berhasil.
Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 821/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih
kurang pada bulan Oktober tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat
sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu
Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi
hubungan lahir maupun batin

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan
cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam.

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama
dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan
rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar
anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Penggugat selaku ibu kandungnya.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang
bernama ANAK KE | (perempuan, tanggal lahir xx Januari xxxx) dengan
tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak
tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan
menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat,
tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian
dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK

XXXXXXXXXXXXXXX  tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh

Pemerintah XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai

cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai

dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi

tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0329/051/X1/2016 tanggal 28

November 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai

Pencatat Nikah KUA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Provinsi Jawa

Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi

paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311-LU-15022022-0003

atas nama ANAK KE | tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh

Pejabat Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah
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dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

4, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ARIFIN

Nomor 3311031410210007 tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX

XXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi

paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx RT. 03 RW. 03

XXXX XXXXRXKXX,  XXXXXXXXK XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Saksi tersebut

mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus sebagi janda dan
Tergugat berstatus sebagai duda;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak perempuan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah bersama
di XXXXX XXXXXXX, XXX XXX XXX XX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXX ~sebagai tempat tinggal
bersama terakhir;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini
mulai tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat
bahwa keduanya sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat

Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan
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oleh Masalah ekonomi, Tergugat malas tidak bekerja tidak memberi
nafkah kepada Penggugat, Tergugat kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Oktober tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 9
(sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling berkomunikasi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah
kepada Penggugat

2. SAKSI 2, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT. 03 RW. 02

XXX XXXXXKKK,  XXXXXXXXK  XXXXXXXXXX,  XXXKKKXXX  XXXXXXXKXX, Saksi

tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri, saat menikah Penggugat statusnya Janda
dan Tergugat statusnya Duda;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah bersama
di XXXXX XXXKKKXK, XXKK XXXKKKXX, XXXXXXXXKX XXXXXXXKKK, XXXXXKXKKX
XXXXXXXXX sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini
mulai tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat
masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Oktober tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 9
(sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan
dinasehati oleh RT, RW dan lurah akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxxx,

bertempat tinggal di Xxxxx XXxxXxxX RT. 01 RW. 03 XXXX XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, saksi tersebut mengaku

sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat, di XXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX sebagai tempat tinggal
bersama terakhir;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini
mulai tidak harmonis;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari hari Penggugat bekerja sebagai penjahit;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Oktober tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 10

(sepuluh) bulan lamanya;
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- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling berkomunikasi, Tergugat sudah tidak datang lagi dan
Tergugat sudah tidak memberi naftkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan
dinasehati oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

4.  SAKSI 4, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

XXxxX, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx RT. 01 RW. 08 xxxx

XXXOOXXXXK,  XXXXXXXXK  XXXXXKRKKK,  XXXXKKKXX  XXXXXXXXX,  saksi

tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama
terakhir;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini
mulai tidak harmonis;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat, Masalah ekonomi, Tergugat tidak
memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Penjahit;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke
rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 10 (sepuluh)
bulan lamanya;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling berkomunikasi dan Tergugat sudah tidakmemberi
nafkah kepada Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan

dinasehati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara
verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi

upaya tersebut tidak berhasil;
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Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan
rukun, akan tetapi sejak bulan November tahun 2021 mulai tidak rukun sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan  Masalah  ekonomi, Tergugat
malas/ bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, jika dimintai
uang Tergugat sering menyatakan tidak ada uang, sehingga selama ini
Penggugat hidup bergantung kepada orang tua Penggugat sendiri untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan puncaknya pada bulan Oktober
tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah
orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah
tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan
lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 4 (empat)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang
diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta
Nikah), P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) dan P.4 (fotokopi Kartu
Keluarga) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang
Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan
Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus
dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah
tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama
Sukoharjo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada
tanggal 28 November 2016 tercatat di KUA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum
untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yaitu ANAK KE | perempuan, tanggal lahir xx Januari Xxxx;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat masing-masing
telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak
boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147
HIR. junctis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah
fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu
dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal
170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu
mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan

Masalah ekonomi sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 28 November 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yaitu ANAK KE | perempuan, tanggal lahir xx Januari xxxx;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah bersama di xxxxx
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XXXXXXX, XXX XXX XXX XX, XXXX XXXXKKKK, XXXXKKKKX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXX;
— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun
akan tetapi sejak bulan November tahun 2021 mulai tidak rukun sering
berselisih dan bertengkar disebabkan Masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama 9 (sembilan) bulan;
— Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi
layaknya suami istri;
— Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan
kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi sehingga Penggugat
dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat
yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat
Fugaha dalam kitab Fighus Sunnah Juz Il hal 291 yang diambil alih sebagai

pertimbangan yang berbunyi:
e spall ples ans pllazay ¥ Kzl JLo) Al el 1)
2 ik, ey (3l ol e (s 0T U et Lediadd
Mot oY) e eyl e 13 sl aall
Artinya:“Apabila istri menggugat kemudaratan suami karena tidak

dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga di antara

keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk
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dipisahkan/diceraikan, dan Hakim menjatuhkan talaknya
dengan talak bain apabila terbukti kemudaratan tersebut
dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 119 angka (2)
huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan
dengan dijatuhkannya talak ba’in shugro Tergugat kepada Penggugat dengan
verstek (Pasal 125 HIR);

Petitum Tentang Hadanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadanah, Majelis Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE | perempuan, tanggal lahir
xx Januari xxxx diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak
tersebut masih di bawah umur dan selama ini sudah dalam pengasuhan dan
pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, baik dan tidak kurang suatu
apa, hal ini dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di
persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada
bunyi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
junctis Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI yang termuat dalam putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28
Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik
anak apabila terjadi perceraian, maka pengasuhan anak yang belum mumayyiz
adalah pada ibu kandungnya karena ibu adalah orang yang terdekat dan lebih
akrab dengan si anak. Hal ini selaras dengan pendapat Musthafa al-Khin
dalam kitab al-Figh al-Manhaji, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim sebagaimana berikut:
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Artinya: “Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah

karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya

lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung

beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut

dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu

mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka
butuhkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih
berusia di bawah 12 tahun, sudah sepatutnya hak pemeliharaan anak
Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada ibunya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat
ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat, tetapi tidak boleh
memutuskan hubungan silaturrahmi dengan Tergugat selaku ayah
kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk,
bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap
anaknya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C
angka 4 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110
K/IAG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma Hukum Islam
sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqgarah ayat 233 :

o3 4 5505 Y5 5115 5 Y
Artinya: “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan
psikologis anak, Penggugat sebagai pemegang hak hadanah berkewajiban
memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan
anaknya yang ada di bawah pemeliharaan Penggugat;
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Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan
waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat
terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada
anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk
mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadanah atas anak
tersebut terhadap Penggugat sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 1
Tahun 2017 huruf C angka 4;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2, Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugro Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak

asuh (hadanah) atas anak yang bernama ANAK KE | perempuan, tanggal
lahir xx Januari xxxx, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat
untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih
sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
Penutup
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul
Awal 1446 Hijriah oleh Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastri Setyasih,
S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. Irwan, S.H.l.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.
Perincian biaya :

1. PNBP :Rp 60.000,00

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan :Rp 360.000,00

4. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



